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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam bab-bab 

sebelumnya secara komprehensif maka hasil penelitian tentang Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa Di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan 

Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Dan Prinsip-Prinsip Siyasah. Maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu:  

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan 

Rambatan Kabupaten Tanah Datar dapat lebih optimal dengan 

peningkatan pemahaman terhadap peran yang dibebankan kepada BPD, 

pelaksanaan sosialisasi yang lebih aktif, dan pengawasan yang lebih efektif 

dari Camat kepada masyarakat tentang fungsi BPD. Dengan pembayaran 

gaji BPD yang tepat waktu oleh Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Desa 

akan lebih termotivasi untuk menghiraukan kewajiban mereka. Badan 

Permusyawaratan Desa memiliki potensi untuk menjalankan peran dan 

fungsinya secara penuh di Nagari Padang Luar. 

2. Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang 

Luar sudah mulai dijalankan dan terus mengalami peningkatan. Dengan 

adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan peningkatan sarana prasarana 

pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa dapat semakin efektif 

dalam menjalankan fungsinya. Produk peraturan desa (Perdes) yang 

dibahas dan disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan 

Wali Nagari mulai menunjukkan hasil yang positif, serta aspirasi 

masyarakat semakin tersampaikan. Pengawasan kinerja kepala desa juga 

semakin berjalan secara efektif, baik pengawasan internal maupun 

eksternal yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 55 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan 



75 
 

 
 

yang jelas bagi peran, tugas, dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam struktur pemerintahan desa. BPD berfungsi sebagai lembaga 

yang menyuarakan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan 

terhadap kebijakan Kepala Desa, serta berperan aktif dalam penyusunan 

dan persetujuan peraturan desa. BPD bekerja sama dengan Kepala Desa 

untuk merumuskan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan 

kepentingan warga desa, menciptakan pemerintahan desa yang 

transparan, akuntabel, dan partisipatif. 

3. Prinsip siyasah terhadap Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang 

Luar telah mulai diterapkan, dan terus ditingkatkan agar sesuai dengan 

syariat Islam. Badan Permusyawaratan Desa telah menerima prinsip 

kepemimpinan dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. 

Di Nagari Padang Luar, Badan Permusyawaratan Desa berkomitmen untuk 

menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan penuh dedikasi, guna 

mewujudkan tata pemerintahan yang adil dan transparan. 

5.2 SARAN 

Dari penjelasan yang penulis kemukakan di atas adalah hasil dari 

penelitian, untuk itu penulis ingin menyampaikan sedikit saran-saran dari 

penulis yaitu sebagai berikut:  

1. Penulis menyarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa Di Nagari 

Padang Luar. Agar melakukan sosialisasi terkait fungsi dan peran dari 

Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri kepada masyarakat Nagari 

Padang Luar. Badan Permusyawaratan Desa juga turut aktif dalam 

menjalankan fungsi dan perannya, serta mengikut sertakan seluruh lapisan 

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, agar tujuan yang hendak dicapai 

dapat tersampaikan dan terlaksana. Adanya kerja sama antara Badan 

Permusyawaratan Desa dengan pemerintahan Nagari. Partisipasi atau 

dukungan terhadap Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan 

perannya. Serta saran peneliti agar kantor Badan Permusyawaratan Desa 

di Nagari Padang Luar sekiranya secepatnya dibangun, agar 
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mempermudah Badan Permusyawaratan Desa dan aparatur desa lainnya 

dalam menjalankan tugasnya. 

2. Kepada para pembaca pada umumnya. Agar tetap menjalankan amanah 

yang sudah di berikan kepada kita. Semoga kita diberikan pemimpin yang 

menjalankan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah. 

Kemudian dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa penulis merasa 

masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu penulis sangat 

mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca, demi perbaikan dari karya 

ilmiah penulis untuk lebih baik lagi kedepannya.  
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